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Abstrak 
Kawasan industri membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kelancaran pelayanan dan operasional industri. Ketersediaan dan mutu infrastruktur menjadi kunci terciptanya industri yang efisien dan kompetitif, Kebutuhan infrastruktur pun bervariasi, tergantung pada jenis, skala, dan karakteristik kawasan. Di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, potensi pengembangan kawasan industri cukup besar, namun masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama pada kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya siap. Jaringan jalan yang rusak, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), menjadi tantangan yang dapat menghambat aktivitas industri jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, Penilaian ini bertujuan mengetahui kondisi aktual infrastruktur kawasan serta kebutuhan pengembangannya secara lebih sistematis dan terukur.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik skoring, yaitu menggunakan skala 0 dan 1 untuk menilai kesiapan infrastruktur berdasarkan standar teknis dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Data primer melalui survei lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti RTRW Kabupaten Bojonegoro dan peraturan terkait..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor kesiapan infrastruktur di Kecamatan Baureno hanya mencapai 0,14, yang tergolong kategori “Tidak Siap”. Dari tujuh komponen yang dikaji, hanya jaringan jalan yang memenuhi standar, sementara IPAL, listrik, drainase, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan air bersih masih belum memadai. Meskipun Baureno memiliki lokasi strategis sesuai teori lokasi Alfred Weber karena dekat dengan sumber bahan baku seperti tembakau, pengembangan kawasan industri tetap memerlukan peningkatan infrastruktur secara menyeluruh agar operasional kawasan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan..
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Abstract
 Industrial zones require adequate infrastructure to support the smooth delivery of services and industrial operations. The availability and quality of infrastructure are key factors in creating an efficient and competitive industrial environment. Infrastructure needs also vary depending on the type, scale, and characteristics of each area. In Baureno District, Bojonegoro Regency, the potential for industrial zone development is considerable, yet it still faces several obstacles, particularly in terms of infrastructure readiness. Damaged road networks and the absence of a Wastewater Treatment Plant (WWTP/IPAL) pose challenges that could hinder industrial activities if not addressed promptly. Therefore, this assessment aims to evaluate the current condition of industrial infrastructure and identify development needs in a more systematic and measurable manner.
This research employs a quantitative descriptive method using a scoring technique, where a scale of 0 and 1 is applied to assess infrastructure readiness based on the technical standards of the Minister of Industry Regulation No. 40 of 2016. Primary data were collected through field surveys, while secondary data were gathered from official documents such as the Bojonegoro Regency Spatial Plan (RTRW) and relevant regulations.
The results show that the average infrastructure readiness score in Baureno District is only 0.14, which falls into the "Not Ready" category. Of the seven components assessed, only the road network meets the required standards, while the WWTP, electricity, drainage, telecommunications, waste management, and clean water remain inadequate. Although Baureno is strategically located—according to Alfred Weber’s location theory—due to its proximity to raw materials such as tobacco, the development of the industrial zone still requires comprehensive infrastructure improvements to ensure optimal and sustainable operations.
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PENDAHULUAN 
Kawasan industri merupakan wilayah yang dirancang secara khusus untuk menampung dan mengembangkan berbagai aktivitas industri secara terintegrasi. Fasilitas dasar seperti jaringan transportasi, pasokan energi, jaringan telekomunikasi, serta sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan menjadi elemen krusial yang harus tersedia untuk mendukung operasional kawasan industri secara optimal (Sekeon et al., 2019). Selain sebagai pusat kegiatan manufaktur dan pengolahan bahan baku, kawasan industri juga menjadi penggerak pembangunan wilayah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan penguatan sektor-sektor pendukung seperti logistik dan jasa distribusi (Winarno et al., 2020).
Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan kawasan industri. Infrastruktur yang meliputi jaringan jalan, sistem penyediaan air bersih, pasokan listrik, pengolahan air limbah, saluran drainase, tempat pengolahan sampah (TPS), dan jaringan telekomunikasi memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran aktivitas industri (Saputro et al., 2020). Ketersediaan infrastruktur ini juga menjadi salah satu indikator kesiapan wilayah dalam menarik investor dan mendukung pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan (Nastiti et al., 2024).
Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan kawasan industri dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang optimal tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam, mengingat kebutuhan masing-masing kawasan berbeda tergantung pada jenis dan skala industri, serta kondisi geografis wilayah.
Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041. Penetapan kawasan industri tersebar di 16 kecamatan, termasuk Kecamatan Baureno yang memiliki potensi industri berbasis sumber daya lokal, seperti pengolahan tembakau dan industri rokok menurut data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, 2025. Namun, pada lokasi eksisting, kesiapan infrastruktur di Kecamatan Baureno masih tergolong belum optimal, ditunjukkan oleh kondisi jalan yang rusak dan belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang dapat menghambat pengembangan kawasan industri di daerah tersebut.
Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai tingkat kesiapan dan ketersediaan infrastruktur di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung pengembangan kawasan industri. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan infrastruktur meliputi jaringan jalan, penyediaan air bersih, pasokan listrik, sistem pembuangan air, saluran drainase, fasilitas pengelolaan sampah (TPS), dan jaringan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan operasional kawasan industri secara optimal, dengan lingkup penelitian yang dibatasi hanya pada wilayah Kecamatan Baureno.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif untuk menilai kesiapan infrastruktur di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung pengembangan kawasan industri (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).
Lokasi penelitian dipilih karena potensi industrinya yang dominan, khususnya sektor pengolahan tembakau dan rokok. Pengumpulan data dilaksanakan selama tiga bulan, mulai April hingga Mei dan Juli 2025.
Data diperoleh melalui dua metode : Observasi langsung, untuk menilai kondisi aktual infrastruktur di lapangan dan Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan data sekunder dari RTRW Kabupaten Bojonegoro, laporan dinas, dan BPS
Instrumen penelitian berupa tabel skoring, yang disesuiakn dengan Permenprint No 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. di mana setiap aspek infrastruktur diberi skor 1 (siap) atau 0 (tidak siap). Data dianalisis menggunakan metode skoring sederhana : Nilai Kesiapan Infrastruktur = 

Tabel 1 Instrumen Penelitian
	Variabel
	Tolak Ukur

	Jaringan Jalan
	Jalan Utama 2 Jalur 1 arah 2x7 m atau 1 jalur 2 arah min 8 m

	Jaringan Kelistrikan
	Stanndar 0,15-0,2 MVA/Ha

	Jaringan Telekomunikasi
	4-5 SST/Ha

	Jaringan Air Bersih
	Debit air 0,55-0,75 l/dtk/Ha

	Jaringan Pembuangan IPAL
	Tersedia IPAL

	Jaringan Drainase
	Tersedia di kanan dan kiri jalan, sesuai debit

	Jaringan Persampahan
	1 Unit TPS/20 Ha


Sumber : Permenprint No. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industi




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kawasan Industri Kecamatan Baureno
Kecamatan Baureno terdiri dari 25 desa, wilayah ini memiliki potensi pengembangan kawasan industri berbasis sektor pengolahan hasil pertanian, khususnya tembakau.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041, Kecamatan Baureno ditetapkan sebagai salah satu kawasan peruntukan industri dengan total luas pengembangan sebesar 242,16 Ha. Strategi pengembangan kawasan industri di wilayah ini meliputi penguatan industri kecil dan rumah tangga, pengembangan industri menengah hingga besar, penyediaan infrastruktur pendukung, pengembangan industri agribisnis berbasis potensi lokal, pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), penyediaan buffer zone berupa jalur hijau, serta pengembangan pusat promosi produk industri lokal.
Secara administratif, Kecamatan Baureno memiliki topografi dataran rendah dengan ketinggian 0–78 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lahan sangat landai, sehingga memiliki potensi genangan jika tidak didukung sistem drainase memadai. Secara hidrologi, Kecamatan Baureno dilalui oleh lima sungai utama yaitu Bengawan Solo, Semarmendem, Pang, Cawak/Pinggir, dan Wangon. Sungai-sungai ini berfungsi sebagai sumber air irigasi sekaligus pendukung sistem drainase kawasan. Dari aspek geologi, wilayah ini didominasi oleh formasi aluvial seluas 206,01 hektar, yang terdiri atas endapan sungai datar dan subur, cocok untuk kegiatan industri maupun pertanian. Sisanya terdiri dari Formasi Lidah (35,94 hektar) berupa batuan lempung hasil sedimentasi litoral, dan Formasi Mundu (0,21 hektar) berupa batuan marl.
Kecamatan Baureno menjadi pusat bagi berbagai jenis usaha, mulai dari industri rokok kretek dan rokok putih, industri alas kaki, hingga industri pengemasan dan pengolahan hasil pertanian. Terdapat perusahaan berskala besar seperti PT Putera Jaya Sakti Perkasa, PT Gudang Garam, PT Gelora Djaja, dan PT Shou Fong Lastindo, yang menunjukkan keberadaan aktivitas industri menengah hingga besar di wilayah ini.
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Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian
2. Ketersediaan Lahan
Penggunaan lahan eksisting di kawasan industri Kecamatan Baureno masih didominasi oleh lahan pertanian, terutama sawah, dengan total luas mencapai 156,83 hektar, tersebar di hampir seluruh desa, terutama Desa Ngemplak (55,79 ha) dan Pasinan (10,67 ha). Selain sawah, terdapat lahan tegalan/ladang seluas 47,68 hektar dan area permukiman sebesar 22,09 hektar. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri masih sangat terbatas, dengan luas hanya 9,69 hektar, tersebar di beberapa desa seperti Gajah (5,92 ha), Pasinan (1,62 ha), dan Sraturejo (2,15 ha). Sisanya digunakan untuk bangunan non-industri, padang rumput, dan kebun dalam luasan kecil.  
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri di Kecamatan Baureno masih rendah, sehingga peluang pengembangan kawasan industri masih sangat terbuka.  Secara total, lahan kawasan industri di Kecamatan Baureno telah dialokasikan seluas 242,16 hektar, tersebar di desa-desa strategis seperti Ngemplak, Pasinan, Banjaran, Baureno, dan Gajah. Luas ini telah memenuhi ketentuan Permenperin Nomor 40 Tahun 2016, yang menetapkan batas minimum pengembangan kawasan industri: Minimal 50 hektar untuk kawasan industri umum, guna memastikan keterpaduan ruang dan efisiensi infrastruktur.  Minimal 5 hektar untuk kawasan industri kecil dan menengah (IKM), membuka peluang pengembangan sentra industri lokal.  Dengan total lahan lebih dari 240 hektar, kawasan industri di Kecamatan Baureno dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan industri terpadu dan memiliki potensi pengembangan multi-zona, baik untuk industri besar maupun IKM berbasis potensi lokal.
3. Jaringan Jalan
Jalur kolektor primer di kawasan industri Kecamatan Baureno berfungsi sebagai akses utama mobilitas, baik untuk angkutan penumpang maupun kendaraan pengangkut barang. Jalan ini menghubungkan kawasan industri dengan pusat distribusi, permukiman, dan jaringan jalan utama di Kabupaten Bojonegoro, sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas logistik dan operasional industri.  
Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan Software GPS Essentials, lebar badan jalan di ruas Jalan Raya Baureno tercatat sekitar 9,8 meter, melebihi standar minimum 8 meter untuk jalan kolektor primer. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek dimensi, jalan ini telah memenuhi standar teknis untuk pergerakan kendaraan berat dan lalu lintas dengan volume tinggi.  
Namun, kondisi fisik jalan di beberapa titik ditemukan dalam keadaan rusak, yang dapat menghambat kelancaran logistik kawasan industri. Permukaan jalan yang tidak rata serta lubang-lubang pada badan jalan berpotensi mengurangi efisiensi distribusi barang dan meningkatkan risiko kecelakaan kendaraan industri.  Oleh karena itu, meskipun secara dimensi jalan ini dinilai siap, dari aspek kualitas fisik diperlukan perbaikan dan pemeliharaan berkala guna memastikan fungsinya sebagai jalur utama kawasan industri dapat berjalan optimal dalam jangka panjang.
4. Jaringan Energi dan Kelistrikan
Jaringan tenaga listrik di Kecamatan Baureno terdiri atas jaringan transmisi dan distribusi yang berfungsi sebagai sarana pendukung utama. Wilayah ini mayoritas dilayani oleh Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), sementara sebagian kecil dilalui oleh Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Secara umum, infrastruktur kelistrikan telah menjangkau sebagian besar desa, terutama kawasan permukiman, dengan layanan distribusi daya yang relatif stabil. Namun, dalam konteks pengembangan kawasan industri, kapasitas daya yang tersedia perlu dievaluasi kembali.  
Kawasan industri yang direncanakan seluas 242,16 hektar diperkirakan memerlukan pasokan listrik antara 0,15 hingga 0,20 MVA per hektar, mengacu pada standar dalam Permenperin No. 40 Tahun 2016. Berdasarkan asumsi tersebut, total kebutuhan daya listrik berada pada kisaran 36,32 hingga 48,43 MVA untuk mendukung operasional mesin, fasilitas pendukung, serta layanan utilitas kawasan.  
Data dari Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka (2025) menunjukkan bahwa kapasitas jaringan listrik eksisting di Kecamatan Baureno baru mencapai 34,50 MVA. Jika dibandingkan dengan kebutuhan total kawasan industri, maka terdapat kekurangan daya antara 1,82 hingga 13,93 MVA. Ketimpangan ini menjadi indikator bahwa sektor kelistrikan belum sepenuhnya siap menopang pengembangan kawasan industri secara optimal.  
Keterbatasan pasokan daya dapat menghambat kelangsungan operasional industri, menurunkan efisiensi produksi, serta memengaruhi minat investor. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peningkatan kapasitas listrik melalui pembangunan infrastruktur distribusi baru atau peningkatan kapasitas gardu induk. Langkah ini penting untuk memastikan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Baureno dapat berjalan lancar dan kompetitif secara berkelanjutan.
5. Jaringan Telekomunikasi
Layanan telekomunikasi di Kecamatan Baureno tersedia melalui jaringan kabel tetap dan jaringan seluler. Jaringan kabel tetap, seperti Sambungan Telepon Otomat (STO), dikelola oleh penyedia seperti Telkom dan mencakup fasilitas umum, kantor, serta industri. Sementara itu, jaringan seluler disalurkan melalui Base Transceiver Station (BTS) dari berbagai operator, menjadi solusi utama di wilayah yang belum terjangkau kabel optik.  
Infrastruktur telekomunikasi memegang peran penting dalam kawasan industri modern yang sangat bergantung pada konektivitas digital. Selain komunikasi suara, jaringan ini mendukung transfer data, koordinasi operasional, hingga pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dan sistem otomasi. Baik jaringan tetap maupun seluler menjadi kunci kelancaran aktivitas industri.  Berdasarkan RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021–2041, jumlah Sambungan Saluran Telepon (SST) di Kecamatan Baureno baru mencapai 12 unit. Padahal, dengan luas kawasan industri 242,16 hektar dan standar 4–5 SST per hektar, dibutuhkan sekitar 1.211 sambungan. Kekurangan ini mencakup kebutuhan komunikasi untuk kantor, produksi, gudang, dan koordinasi internal maupun eksternal.  
Dengan selisih sekitar 1.199 sambungan, kondisi eksisting ini belum mampu mendukung operasional kawasan industri secara optimal. Kekurangan tersebut dapat menghambat komunikasi, pengawasan produksi, dan pengelolaan logistik digital.  Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri di Baureno harus disertai peningkatan infrastruktur telekomunikasi. Penambahan SST dan penguatan jaringan BTS menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem komunikasi yang stabil, cepat, dan mendukung industri berkelanjutan
6. Jaringan Air Bersih 
Salah satu aspek penting dalam mendukung kelangsungan operasional kawasan industri. Di Kecamatan Baureno, layanan air bersih domestik saat ini sebagian besar masih bergantung pada pemanfaatan air tanah, baik melalui sumur gali maupun sumur bor, yang digunakan secara mandiri oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Selain penggunaan air tanah, distribusi air bersih di wilayah ini juga dilayani oleh PDAM Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro sebagai penyedia utama air bersih perpipaan.
Namun, jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal pengembangan kawasan industri, ketersediaan pasokan air bersih di Kecamatan Baureno masih belum memadai. Berdasarkan standar Permenperin No. 40 Tahun 2016, kebutuhan air bersih di kawasan industri dihitung sebesar 0,55–0,75 liter/detik/hektar. Dengan total luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kecamatan Baureno sebesar 242,16 hektar, maka estimasi kebutuhan air bersih kawasan industri dapat dihitung sebagai berikut : 
Kebutuhan Minimum : 0,55 liter/detik/hektar × 242,16 hektar = 133,19 liter/detik, 
Kebutuhan Maksimum :0,75 liter/detik/hektar × 242,16 hektar = 181,62 liter/detik
Jika dikonversi dalam kebutuhan tahunan, maka kebutuhan air bersih kawasan industri berada di kisaran : 
Minimum : 133,19 × 60 × 60 × 24 × 365 = 4.200.216.768 liter/tahun, 
Maksimum : 181,62 × 60 × 60 × 24 × 365 = 5.727.568.320 liter/tahun
Berdasarkan data PDAM Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, pasokan air bersih di Kecamatan Baureno mencapai 750.168 m³ per tahun (sekitar 23,79 liter/detik). Namun, jumlah ini baru mencukupi sekitar 17,8% dari kebutuhan minimum kawasan industri, sehingga terdapat defisit ±109,4 liter/detik. Kekurangan ini berisiko menghambat proses produksi, sanitasi tenaga kerja, dan penyediaan fasilitas umum di kawasan industri.  Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur air bersih di Baureno belum siap mendukung pengembangan industri secara optimal. Ketergantungan pada air tanah pun menjadi ancaman tambahan, karena berpotensi menurunkan muka air tanah dan merusak lingkungan.  
Sebagai solusi, diperlukan beberapa strategi, antara lain: peningkatan kapasitas distribusi PDAM melalui pengembangan jaringan dan instalasi produksi; pembangunan sistem air bersih khusus kawasan industri (sumur dalam dan reservoir); pengelolaan air tanah secara berkelanjutan; serta evaluasi rutin terhadap konsumsi aktual sebagai dasar perencanaan pasokan yang efisien dan ramah lingkungan.
7. Jaringan Pembuangan (IPAL)
Jaringan pembuangan air limbah di Kecamatan Baureno belum berkembang optimal. Limbah domestik seperti air bekas cucian, mandi, dan dapur umumnya dibuang langsung ke selokan atau lahan terbuka tanpa pengolahan. Kondisi ini memicu genangan, bau tak sedap, pencemaran lingkungan, dan risiko penyakit. Saat ini belum tersedia fasilitas pengolahan limbah, baik IPAL komunal di permukiman maupun IPAL kawasan industri, sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021–2041.  
Padahal, rencana pengembangan kawasan industri seluas 242,16 hektar memerlukan sistem sanitasi yang sesuai standar. Tanpa IPAL, limbah industri maupun domestik berisiko mencemari lingkungan secara berkelanjutan. Ketiadaan fasilitas ini menjadi hambatan serius bagi kawasan industri yang berbasis keberlanjutan. Sesuai regulasi Kementerian Perindustrian, setiap kawasan industri wajib memiliki fasilitas pengolahan limbah.  Sebagai solusi, perlu dibangun IPAL komunal di permukiman dan IPAL terpusat di kawasan industri. Penyediaan sistem pengelolaan limbah yang layak menjadi kunci keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan dalam pengembangan kawasan industri di Baureno.
8. Jaringan Drainase
Sistem drainase di kawasan perencanaan industri Kecamatan Baureno saat ini tergolong tidak memadai dan memerlukan perhatian khusus. Jaringan drainase yang ada masih bersifat sederhana dan belum terintegrasi, dengan banyaknya saluran yang terputus-putus di beberapa titik. Kondisi ini menyebabkan gangguan aliran air, terutama saat musim hujan. Selain itu, sebagian besar saluran drainase yang ada masih berupa saluran tanah tanpa lapisan beton, sehingga mudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penyumbatan oleh sampah.
Sebagian besar saluran yang tersedia merupakan jaringan irigasi tersier yang belum difungsikan secara optimal sebagai sistem drainase kawasan industri. Banyak segmen saluran mengalami penyempitan dan tidak memiliki sistem pemeliharaan rutin, sehingga air hujan yang seharusnya dapat dialirkan dengan cepat justru menggenang di kawasan, memicu banjir lokal, dan merusak infrastruktur sekitar.
Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam pengembangan kawasan industri di Kecamatan Baureno. Untuk mengatasinya, diperlukan perencanaan drainase teknis yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan sistem drainase kawasan dapat dilakukan melalui pembangunan saluran beton permanen, normalisasi saluran eksisting, penambahan saluran utama, hingga penerapan sistem drainase tertutup. Selain itu, solusi pengendalian limpasan air hujan, seperti pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan jalur hijau sebagai buffer zone, juga harus dipertimbangkan.
Tabel 2 Data Dasar Drainase
	Parameter
	Nilai

	Luas daerah tangkapan (A)
	242,16 Ha = 2.421.600 m²

	Jenis penutup lahan
	Jalan beraspal

	Koefisien limpasan (C)
	0,80 (aspal)

	Curah hujan per jam
	5,04 mm/jam

	Bentuk saluran
	Segi empat

	Bahan saluran
	Beton (n = 0,013)

	Lebar saluran awal
	1,10 m

	Tinggi saluran awal
	1,19 m

	Lebar saluran akhir
	0,90 m

	Tinggi saluran akhir
	0,99 m

	Elevasi hulu
	51,9 m

	Elevasi hilir
	48,1 m

	Panjang saluran
	3.430 m


Sumber : Hasil Analisis, 2025
Hitung Kemiringan Saluran (S):
Δh=51,9−48,1=3,8m 
L = 3.430 
S =  = 0,0011
Hitung Debit Limpasan (Q):
Curah hujan per jam = 5,04 mm/jam
Konversi ke m/s:
I =  =0,0000014m/s
Rumus : Q=C×I×A


Dimana:
Q = debit limpasan (m³/detik)
C = koefisien limpasan
I = intensitas curah hujan (m/s)
A = luas daerah tangkapan (m²)
Perhitungan : Q=0,80×0,0000014×2.421.600=2,71m³/detik

Hitung Kapasitas Saluran (Qs) di Titik Awal (Saluran Lebih Besar) :
Luas penampang (A) : A=1,10×1,19=1,309 m2
Keliling basah (P) : P=1,10+2×1,19=3,48  m2
Jari-jari hidraulik (R) : R =  =  = 0,376m
Rumus Manning : Qs =  x A x R2/3 x S ½
Dimana:
Qs = kapasitas saluran (m³/detik)
n = koefisien kekasaran Manning (beton = 0,013)
A = luas penampang basah saluran (m²)
R = jari-jari hidraulik (m)
S = kemiringan saluran
Hitungan :  =  = 76,92
	R 2/3 = (0,376)2/3 = 0,529
	S 1/2 =  = 0,0332
Qs = 76,92×1,309×0,529×0,0332=1,78m³/detik

Tabel 3 Hasil Perhitungan Drainase
	Parameter
	Nilai

	Debit limpasan (Q)
	2,71 m³/detik

	Kapasitas saluran (Q_s)
	1,78 m³/detik


Sumber : Hasil Analisis, 2025
Berdasarkan hasil perhitungan, kapasitas saluran drainase di kawasan industri Baureno saat ini hanya sebesar 1,78 m³/detik, sedangkan debit limpasan air hujan mencapai 2,71 m³/detik. Hal ini menunjukkan bahwa saluran drainase yang ada tidak mampu menampung seluruh debit air limpasan, sehingga kawasan berisiko mengalami genangan atau banjir saat terjadi hujan lebat.
Dengan demikian, diperlukan intervensi teknis berupa pelebaran atau pendalaman saluran, pembangunan saluran tambahan, dan alternatif sistem pengendalian air seperti kolam retensi dan sumur resapan. Perencanaan sistem drainase yang baik akan menjadi kunci dalam keberhasilan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Baureno agar aktivitas industri dapat berjalan lancar tanpa gangguan infrastruktur.


9. Jaringan Persampahan
Sampah yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Baureno berasal dari berbagai sumber, baik domestik maupun non-domestik. Sumber utama timbulan sampah di kawasan ini mencakup rumah tangga, pasar tradisional, sektor perniagaan, fasilitas publik, dan institusi pendidikan. Sampah domestik umumnya berupa sisa makanan, sampah organik, plastik kemasan, dan sampah anorganik lainnya. Dari sektor perdagangan dan pasar, sampah lebih banyak berupa limbah kemasan, kardus, sayuran busuk, dan plastik. Sedangkan dari fasilitas umum, jenis sampah bervariasi tergantung pada aktivitas yang berlangsung, mulai dari kertas, plastik, hingga limbah organik.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Baureno hingga tahun 2025 masih tergolong minim. Saat ini hanya tersedia 6 unit bank sampah dan 1 unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi di tingkat kecamatan. Terbatasnya fasilitas ini menyebabkan sebagian besar sampah, khususnya dari rumah tangga dan aktivitas komersial, dikelola secara tidak formal melalui cara pembakaran terbuka, dibuang ke lahan kosong, maupun disalurkan ke saluran drainase yang dapat mencemari lingkungan.
Bank sampah yang ada sebagian besar dikelola oleh masyarakat secara swadaya dengan kapasitas pengelolaan yang relatif kecil. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Baureno masih jauh dari optimal. Dengan jumlah TPS yang terbatas dan bank sampah yang belum terdistribusi secara merata, pengelolaan sampah tidak terintegrasi dalam sistem pengelolaan lingkungan kawasan. Hal ini menjadi masalah penting dalam perencanaan kawasan industri, karena keberadaan limbah padat yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lahan produktif, menciptakan masalah estetika, menimbulkan penyakit, dan mengganggu aktivitas industri.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan sampah, antara lain melalui: Pembangunan fasilitas TPS dan TPS3R di desa-desa strategis, Peningkatan kapasitas bank sampah yang ada, Penyediaan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau pengiriman terpusat ke TPA regional, Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah., Dukungan pemerintah daerah melalui regulasi, pembinaan kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana.

10. Analisis Kesiapan Kawasan Industri
Berdasarkan Permenperin No. 40 Tahun 2016, dan RTRW Kabupaten Bojonegoro, kesiapan kawasan industri di Kecamatan Baureno dinilai dari aspek kelayakan lokasi, ketersediaan lahan, dan sarana prasarana pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Baureno telah memenuhi aspek kelayakan lokasi karena sesuai tata ruang, kebijakan sektoral, serta memiliki kondisi topografi, hidrologi, dan jenis tanah yang mendukung pengembangan industri. Dari sisi lahan, wilayah ini memiliki luasan lebih dari 242 hektar dengan status kepemilikan yang jelas, meskipun pengadaan lahan terkoordinasi, perizinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan keberadaan pengelola kawasan belum tersedia. Dari aspek sarana dan prasarana, kawasan ini masih membutuhkan penguatan di bidang jaringan jalan, listrik, air bersih, drainase, telekomunikasi, serta sistem pengelolaan limbah dan sampah untuk mendukung kawasan industri yang optimal.

Tabel 4 Kesiapan Infrastruktur Kawasan Industri

	Variabel
	Kebutuhan
	Kondisi Existing
	Skor Kesiapan

	Lahan
	50 Ha
	242,16 Ha
	Memenuhi

	Jalan
	8 Meter
	9,8 Meter
	1

	Listrik
	36,32 – 48,43 MVA
	34,50 MVA
	0

	Telekomunikasi
	1211 SST
	12 SST
	0

	Air Bersih
	133,19 – 181,62 liter/detik
	23,79 Liter/Detik
	0

	IPAL
	Tersedia IPAL
	Tidak Tersedia
	0

	Drainase
	2,71 m³/detik
	1,78 m³/detik
	0

	Jaringan
Persampahan
	12 TPS
	8 Bank sampah dan 1 TPS
	0


Sumber : Hasil Analisis, 2025
Berdasarkan analisis kesiapan infrastruktur kawasan industri di Kecamatan Baureno, diketahui bahwa secara umum kondisi infrastruktur di wilayah ini masih tergolong belum siap dan memerlukan peningkatan signifikan. Satu-satunya infrastruktur yang dinilai siap adalah jaringan jalan dengan lebar 9,6 meter yang telah memenuhi standar minimal kawasan industri. Sementara itu, ketersediaan air bersih hanya sebesar 23,79 liter/detik, jauh di bawah kebutuhan minimum sebesar 133,19 liter/detik. Kapasitas jaringan listrik yang tersedia sebesar 34,50 MVA juga masih di bawah kebutuhan yang mencapai 36,32–48,43 MVA. Selain itu, beberapa infrastruktur penting seperti IPAL belum tersedia sama sekali, fasilitas telekomunikasi baru tersedia 12 SST dari kebutuhan 1.211 SST, sistem drainase yang ada hanya mampu menampung debit 1,78 m³/detik dari kebutuhan 2,71 m³/detik, serta fasilitas pengelolaan sampah hanya ada 6 bank sampah dan 1 TPS, tidak memenuhi standar 1 TPS per 20 hektar. Berdasarkan hasil perhitungan skor kesiapan infrastruktur dengan rumus evaluasi, diperoleh nilai 0,14 dari skala 0–1, yang menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur kawasan industri di Kecamatan Baureno secara umum berada pada kategori tidak siap. Untuk itu, diperlukan prioritas peningkatan infrastruktur di sektor air bersih, listrik, IPAL, telekomunikasi, drainase, dan pengelolaan sampah agar pengembangan kawasan industri dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
B. Pembahasan 
Idealnya kawasan industri dilengkapi infrastruktur dasar sesuai standar teknis nasional dalam Permenperin No. 40 Tahun 2016. Tujuh aspek utama yang harus tersedia meliputi jaringan jalan, air bersih, listrik, IPAL, telekomunikasi, saluran drainase, dan pengelolaan sampah. Infrastruktur ini penting untuk menunjang efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing kawasan industri.  Setiap infrastruktur memiliki fungsi strategis. Jalan memperlancar distribusi, air bersih mendukung proses produksi, dan listrik memastikan operasional berjalan stabil. IPAL dan pengelolaan sampah menjaga lingkungan, drainase mencegah banjir, serta telekomunikasi mempercepat koordinasi. Tanpa pemenuhan aspek-aspek ini, pengembangan kawasan industri tidak dapat berjalan optimal. ( Andini & Rohmadiani. 2023)        
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kesiapan Infrastruktur di Kecamatan Baureno dalam mendukung pengembangan kawasan industri secara umum masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari hasil analisis terhadap tujuh aspek utama infrastruktur dasar—jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, sistem pembuangan air limbah (IPAL), jaringan telekomunikasi, saluran drainase, dan fasilitas pengelolaan sampah—yang sebagian besar belum memenuhi standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2016. Dari ketujuh aspek yang dianalisis, hanya jaringan jalan yang dinyatakan siap, sementara enam aspek lainnya berada dalam kondisi belum siap dan membutuhkan peningkatan signifikan (Agus Mahendra & Juniastra, 2023)
Jaringan jalan di Kecamatan Baureno sudah memenuhi standar sebagai infrastruktur pendukung kawasan industri. Jalan utama di kawasan tersebut memiliki lebar sekitar 9,8 meter, melebihi standar minimal 8 meter untuk jalan utama kawasan industri. Aksesibilitas jalan dinilai cukup baik, memungkinkan pergerakan kendaraan berat dan logistik industri berjalan lancar (Muzzaila Esta et al., 2025). Meski demikian, beberapa titik masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan rutin agar dapat benar-benar optimal dalam mendukung aktivitas transportasi bahan baku maupun distribusi hasil produksi.
Sebaliknya, aspek penyediaan air bersih menunjukkan kesiapan yang sangat rendah. Suplai air eksisting hanya sebesar 23,79 liter/detik, jauh di bawah kebutuhan kawasan industri yang diperkirakan mencapai 133,19–181,62 liter/detik. Kekurangan ini berpotensi menghambat kegiatan produksi, terutama di sektor industri pengolahan yang membutuhkan pasokan air cukup besar untuk proses produksi, pendinginan, hingga sanitasi pekerja (Azhary et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas suplai air menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur kawasan industri di Baureno.
Aspek ketenagalistrikan di kawasan ini juga menunjukkan ketidaksiapan. Kapasitas daya listrik yang tersedia saat ini sebesar 34,50 MVA, sedangkan kebutuhan kawasan industri berkisar antara 36,32 hingga 48,43 MVA. Kekurangan pasokan daya ini menjadi hambatan serius dalam pengoperasian industri berskala besar yang membutuhkan daya tinggi (Alhusain, 2019). Tanpa peningkatan kapasitas listrik, kawasan ini sulit menarik investor industri manufaktur yang padat energi.
Masalah terbesar lainnya terletak pada ketidaktersediaan sistem pengolahan limbah cair atau IPAL. Ketidakhadiran IPAL di Kecamatan Baureno menjadi isu lingkungan yang serius karena limbah cair dari aktivitas industri berpotensi langsung mencemari lingkungan sekitar tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu (Nugraheni & Wijayati, 2021). Hal ini tidak hanya melanggar prinsip industri ramah lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat sekitar akibat pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, pembangunan IPAL, baik skala individu maupun komunal, menjadi agenda prioritas yang harus segera diwujudkan.
Kondisi jaringan telekomunikasi di Kecamatan Baureno juga masih jauh dari standar yang dipersyaratkan untuk kawasan industri modern. Dari kebutuhan sekitar 1.211 sambungan, kondisi eksisting hanya menyediakan 12 sambungan telekomunikasi. Kesenjangan ini menunjukkan infrastruktur digital di kawasan ini sangat terbatas dan belum mampu mendukung aktivitas industri berbasis teknologi informasi. Penyediaan BTS tambahan dan jaringan kabel optik perlu segera dilakukan untuk mempercepat adopsi digitalisasi industri di kawasan ini. (Nastiti et al., 2024).
Selain itu, saluran drainase di Kecamatan Baureno juga belum memadai. Sebagian besar saluran masih berupa tanah terbuka dan belum menggunakan konstruksi beton, serta ditemukan beberapa titik saluran yang terputus. Kapasitas saluran drainase saat ini hanya mampu menampung debit 1,78 m³/detik, sedangkan kebutuhan kawasan industri sekitar 2,71 m³/detik (Nugroho & Handayani, 2021). Tanpa sistem drainase yang memadai, kawasan industri berisiko mengalami banjir atau genangan yang dapat mengganggu aktivitas produksi dan merusak fasilitas industri.
Sementara itu, fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Baureno juga masih sangat terbatas. Saat ini hanya tersedia 6 bank sampah dan 1 tempat penampungan sampah (TPS), jauh dari standar kebutuhan minimal satu TPS per 20 hektar atau 12 TPS. Pengelolaan sampah padat belum dilakukan secara terintegrasi di tingkat kawasan industri, yang berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan limbah padat industri dan rumah tangga (Hutahaean & Setiawati, 2024).
Secara keseluruhan, hasil penilaian infrastruktur di Kecamatan Baureno menunjukkan skor rata-rata sebesar 0,14 dari skala maksimum 1. Skor ini menunjukkan bahwa secara umum kesiapan infrastruktur kawasan industri di Kecamatan Baureno berada dalam kategori “Tidak Siap” (Novandaya, 2022). Dari tujuh aspek infrastruktur, hanya jaringan jalan yang mendapatkan skor 1 (siap), sementara enam aspek lainnya masih berada pada skor 0 (tidak siap), termasuk IPAL, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, saluran drainase, dan TPS.
Menurut Teori Lokasi Weber, Kecamatan Baureno sebenarnya memiliki keunggulan geografis karena berada dekat dengan sumber bahan baku utama yaitu tembakau, serta tersedianya tenaga kerja lokal dengan biaya relatif murah (Susanti & Erlin Kurniati, 2025). Secara spasial dan ekonomi, wilayah ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis agroindustri. Namun, potensi tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip aglomerasi modern, yang menyatakan bahwa infrastruktur dasar menjadi fondasi bagi terbentuknya konsentrasi industri yang produktif dan efisien (Arniati, 2022).
Ketiadaan IPAL dan terbatasnya pasokan listrik serta telekomunikasi menjadi hambatan utama dalam menarik investasi dan mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Baureno. Tanpa perbaikan infrastruktur dasar tersebut, kawasan ini sulit bersaing dengan daerah lain yang lebih siap dari segi utilitas industri (Tambunan et al., 2025). Oleh karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk mempercepat pengembangan kawasan industri di Kecamatan Baureno, melalui investasi infrastruktur dasar, pembangunan IPAL, penguatan sistem distribusi listrik, perluasan jaringan telekomunikasi, dan pengelolaan limbah yang lebih baik.
Dengan perencanaan yang tepat, Kecamatan Baureno memiliki potensi untuk menjadi kawasan industri unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Namun, prioritas utama saat ini adalah penyediaan infrastruktur dasar yang lengkap dan berfungsi optimal, sebagai prasyarat terbentuknya kawasan industri yang kompetitif, efisien, dan berkelanjutan.
Pembangunan kawasan industri direncanakan berlangsung selama 20 tahun dalam 4 tahap masing-masing 5 tahun, yaitu 2021–2025 (tahap pertama, sedang berlangsung), 2026–2030, 2031–2035, dan 2036–2041. Pelaksanaan tiap tahap dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai bidangnya untuk memastikan tujuan dan kebutuhan kawasan industri dapat terpenuhi secara optimal.

PENUTUP
Simpulan
Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Baureno memiliki potensi dasar sebagai kawasan industri dengan luas lahan ±242,16 hektar, kondisi geografis datar, dan status lahan yang jelas. Dari sisi infrastruktur, hanya jaringan jalan yang dinilai siap (skor maksimal), sedangkan listrik, telekomunikasi, drainase, pengelolaan sampah, dan IPAL masih masuk kategori tidak siap, sehingga dibutuhkan investasi besar untuk pemenuhan infrastruktur.
Secara teori lokasi Alfred Weber, Kecamatan Baureno strategis karena dekat sumber bahan baku tembakau, memiliki tenaga kerja lokal, serta peluang pengembangan aglomerasi industri. Dari aspek sosial, dukungan masyarakat relatif baik, sehingga secara umum berpotensi besar dikembangkan jika infrastruktur yang belum siap dapat segera diperbaiki.

Saran
Berdasarkan temuan dan analisis, pengembangan kawasan industri di Kecamatan Baureno perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai agar sesuai dengan tata ruang dan mendukung efisiensi serta keberlanjutan fungsi kawasan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi disampaikan sebagai berikut:
1. Untuk Pemerintah: Disarankan agar pemerintah daerah segera membangun IPAL, memperluas jaringan telekomunikasi, dan meningkatkan kapasitas daya listrik. Selain itu, perlu dibentuk pengelola kawasan industri serta disusun masterplan kawasan yang terintegrasi untuk pengembangan yang efisien dan berkelanjutan.
2. Untuk Masyarakat: Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam pengembangan industri melalui pelatihan kerja, pembentukan UMKM, serta keterlibatan dalam forum perencanaan. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan sanitasi, agar kawasan industri ramah sosial dan lingkungan.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Direkomendasikan agar penelitian ke depan fokus pada kajian sosial-ekonomi masyarakat, dampak lingkungan, dan kelayakan investasi kawasan industri. Penggunaan metode GIS dan perluasan cakupan wilayah kajian juga disarankan untuk analisis spasial dan perencanaan yang lebih komprehensif.
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Analisis  Kesiapan Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Industri Di Kabupaten Bojonegoro   1   ANALISIS  KESIAPAN INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN  KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BOJONEGORO   Maulana Heri Darmawan   Mahasiswa  Prodi  S1  P endidikan Geografi , Fakultas   Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas   Negeri Surabaya,  maulanaheri.21070@mhs.unesa.ac.id     Dr.  Wiwik Sri Utami, M.P.   Dosen Pembimbing Mahasiswa   S1 Pendidikan Geografi, Fakultas lImu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri  Surabaya   Abstrak     Kawasan industri membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kelancaran  pelayanan dan operasional industri.   Ketersediaan dan mutu infrastruktur menjadi kunci terciptanya industri  yang efisien dan kompetitif ,  Kebutuhan infrastruktur pun bervariasi, tergantung pada jenis, skala, dan  karakteristik kawasan .  Di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, potensi pengembangan kawasan  industri cukup besar, namun masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama pada kondisi infrastruktur  yang belum sepenuhnya siap. Jaringan jalan yang rusak, belum tersedianya Instalasi  Pengolahan Air  Limbah (IPAL), menjadi tantangan yang dapat menghambat aktivitas industri jika tidak segera ditangani.  Oleh karena itu, Penilaian ini bertujuan mengetahui kondisi aktual infrastruktur kawasan serta kebutuhan  pengembangannya secara lebih sist ematis dan terukur.   Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik skoring, yaitu  menggunakan skala 0 dan 1 untuk menilai kesiapan infrastruktur berdasarkan standar teknis dari Peraturan  Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016.  Data dalam penelitian ini diperoleh dari  Data primer melalui  survei lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti RTRW Kabupaten  Bojonegoro dan peraturan terkait. .   Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata - rata skor kesiapan infrastruktur di Kecamatan Baureno  hanya mencapai 0,14, yang tergolong kategori “Tidak Siap”. Dari tujuh komponen yang dikaji, hanya  jaringan jalan yang memenuhi standar, sementara IPAL, listrik, d rainase, telekomunikasi, pengelolaan  sampah, dan air bersih masih belum memadai. Meskipun Baureno memiliki lokasi strategis sesuai teori  lokasi Alfred Weber karena dekat dengan sumber bahan baku seperti tembakau, pengembangan kawasan  industri tetap memerlu kan peningkatan infrastruktur secara menyeluruh agar operasional kawasan dapat  berjalan optimal dan berkelanjutan..   Kata Kunci:  Kawasan Industri, Infrastruktur, Kesiapan , Pengembangan   Abstract     Industrial zones require adequate infrastructure to support the smooth delivery of services and  industrial operations. The availability and quality of infrastructure are key factors in creating an efficient  and competitive industrial environment. Infrastru cture needs also vary depending on the type, scale, and  characteristics of each area.   In Baureno District, Bojonegoro Regency, the potential for industrial zone  development is considerable, yet it still faces several obstacles, particularly in terms of infrastructure  readiness. Damaged road networks and the absence of a Wastewater Treatment   Plant (WWTP/IPAL) pose  challenges that could hinder industrial activities if not addressed promptly. Therefore, this assessment aims  to evaluate the current condition of industrial infrastructure and identify development needs in a more  systematic and mea surable manner.   This research employs a quantitative descriptive method using a scoring technique, where a scale  of 0 and 1 is applied to assess infrastructure readiness based on the technical standards of the Minister of  Industry Regulation No. 40 of 2016. Primary data w ere collected through field surveys, while secondary  data were gathered from official documents such as the Bojonegoro Regency Spatial Plan (RTRW) and  relevant regulations.   The results show that the average infrastructure readiness score in Baureno District is only 0.14,  which falls into the "Not Ready" category. Of the seven components assessed, only the road network meets  the required standards, while the WWTP, electricity,   drainage, telecommunications, waste management,  and clean water remain inadequate. Although Baureno is strategically located — according to Alfred  Weber’s location theory — due to its proximity to raw materials such as tobacco, the development of the  industri al zone still requires comprehensive infrastructure improvements to ensure optimal and sustainable  operations.   Keywords :  Industrial  Zones , Infrastructure, Readiness ,  Development  

